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  Abstrak  

Partisipasi peningkatan aset desa di Desa Tejoasri, Lamongan dengan studi kasus Sungai Bengawan Mati 

melalui pratinjau aspek partisipasi masyarakat. Latar belakang dalam penelitian ini adalah pengelolaan 

sungai masih belum didukung dengan regulasi yang jelas, pemberdayaan masyarakat yang belum optimal 

yang berdampak pada evaluasi program dan pemanfataan ekonomi yang masih terbatas. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan menggunakan teori partisipasi 

masyarakat yang terdiri dari 4 indikator yakni, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan 

manfaat, dan evaluasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah desa 

dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengambilan manfaat sudah melibatkan partisipasi 

masyarakat melalui musyawarah desa dan kegiatan pemberdayaan. Namun, partisipasi masyarakat belum 

optimal dan terbatas dalam tahap evaluasi. Simpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan sungai 

bengawan mati telah melibatkan masyarakat tetapi belum sepenuhnya berjalan. Oleh karena itu, 

pemerintah desa agar memperkuat mengenai regulasi pengelolaan sungai yang jelas, mengembangkan 

dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan membuka ruang evaluasi kepada masyarakat untuk 

berpartisipasi guna mengoptimalkan pemanfaatan sungai bengawan mati.  

Kata Kunci: peran pemerintah desa, partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan, 

pelaksanaan, pengambilan manfaat, evaluasi . 

 

Abstract  

The role of the village government in participating in the improvement of village assets in Tejoasri 

Village, Lamongan, with a case study of the Bengawan Mati River through a preview of community 

participation aspects. The background to this study is that river management is still not supported by 

clear regulations, and community empowerment is not yet optimal, which has an impact on program 

evaluation and economic utilization that is still limited. This study uses a qualitative method through a 

descriptive approach using a community participation theory consisting of four indicators, namely 

decision making, implementation, benefit sharing, and evaluation. Data collection techniques were 

carried out through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used the Miles 

and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The 
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results of the study show that the role of the village government in decision making, implementation, and 

benefit sharing has involved community participation through village deliberations and empowerment 

activities. However, community participation is not yet optimal and is limited in the evaluation stage. The 

conclusion of this study is that the management of the Bengawan Mati River has involved the community 

but has not been fully implemented. Therefore, the village government should strengthen clear regulations 

on river management, develop and improve community empowerment, and open up space for evaluation 

for the community to participate in order to optimize the utilization of the Bengawan Mati River.  

Keywords: the role of the village government, community participation, decision-making, 

implementation, benefit-sharing, evaluation. 

Pendahuluan  

Sumber daya alam perairan merupakan sumber daya alam yang memiliki peran penting 

dalam menunjang keberlangsungan hidup masyarakatnya yang bergantung hidup dari hasil 

perairan dan salah satunya yakni sungai. Definisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, dijelaskan bahwa wilayah pengelolaan sumber daya air 

dalam satu kesatuan wilayah sungai yang ada dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau 

pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi. 

Sungai dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan harian hingga tempat diadakannya acara adat, sosial 

dan budaya. Masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai, menjadikan sungai sebagai sumber 

pendapatan hidup mereka dan menciptakan peluang mensejahterahkan masyarakat dengan 

memanfaatkan dan mengembangkan potensi lokal. Pemanfaatan sungai yang dikelola dengan baik 

dari pihak setempat dan juga keterlibatan warga dapat berdampak pada taraf hidup masyarakatnya.  

Desa Tejoasri, Kabupaten Lamongan terdapat sungai yang dinamakan Sungai Bengawan 

Mati yang merupakan aliran yang sudah tidak aktif tersalurkan dari Bengawan Solo. Desa Tejoasri 

terdiri dari 4 dusun dengan jumlah penduduk kurang lebih 5.745 jiwa (survei 2023) dan mayoritas 

bekerja sebagai petani, pekerja kasar, peternak ikan air tawar (budidaya ikan air tawar), guru, 

pekerja bangunan dan membuka usaha warung. Sungai bengawan mati ini telah dimanfaatkan 

oleh sebagai masyarakat desa sebagai sumber pendapatan dengan bekerja sebagai nelayan dan 

pembudidaya. Potensi yang yang dihasilkan sungai bengawan mati menjadikan masyarakatnya 

hidup bergantung dengan sungai. Selain itu, sungai ini juga dimanfaatkan untuk irigasi, kehidupan 

sehari-hari, dan festival budaya (Salehah & Falasifah, 2024).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sungai Bengawan Mati 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026 
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Pemanfaatan sungai yang dilakukan oleh warga sebagai sumber hidup mereka tidak lepas 

peranan dari pihak desa untuk membina dan mengawasi. Pemerintah desa menjadi peran sentral 

dalam memanfaatkan aset lokal berupa sungai dan keterlibatan masyarakat dalam pemanfataanya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwasannya Aset Desa berupa 

tanah kas Desa, Tanah Ulayat, pasar desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik 

desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset 2 desa lainnya. Sungai bengawan mati 

memiliki potensi aset yang meliputi sektor perikanan, pertanian, dan sosial budaya yang dapat 

menjadi modal dalam pembangunan desa yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Desa 

memiliki wewenang untuk melaksanakan pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Pemerintah desa memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator, pemberdaya dan pengawas. 

Fungsi regulator berfungsi menyusun regulasi/pedoman pengelolaan sungai, fasilitator berfungsi 

sebagai penyedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pemberdaya yang menjadi pendorong 

dalam keterlibatan masyarakat, dan pengawas yang memastikan pengelolaan sesuai dengan 

semestinya dan dapat berkelanjutan (Prasasti & Ma'ruf, 2025). Aset lokal desa berupa sungai di 

tengah pemukiman warga menjadikan potensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam 

sektor ekonomi. Hal ini menjadikan potensi lokal sangat penting untuk keberlanjutan di masa 

mendatang. Akan tetapi, realita di lapangan menunjukan bahwa peran pemerintah desa belum 

optimal terhadap sungai bengawan mati sebagai aset desa. Sungai bengawan mati yang sudah 

dimanfaatkan oleh masyarakat nyatanya masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaanya. 

Belum adanya regulasi untuk mengorganisir pemanfataan secara jelas dan pemberdayaan 

masyarakat dalam program pelatihan keterampilan dan pengelolaan eksosistem sungai masih 

minim.  

Berdasarkan kondisi tersebut tidak hanya pemerintah desa, masyarakat juga perlu 

dilibatkan dalam pengelolaan aset sungai. Partisipasi masyarakat mendorong adanya rasa 

tanggung jawab bersama dan rasa memiliki sebab sebagian dari perekonomian mereka bergantung 

dengan sungai. Pidarta (2006 : 340) menjelaskan bahwasannya partisipasi masyarakat merupakan 

keterlibatan individu atau kelompok pada kegiatan tertentu dengan keterlibatan mental, fisik, 

emosi serta segala kemampuan yang dapat mendukung tujuan dan tanggungjawab (Sari & Salam, 

022) Partisipasi masyarakat dibutuhkan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evluasi 

program yang dijalankan.  

Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat 

agar pengelolaan sungai dapat berjalan berkelanjutan dan berdampak pada kesejahteraan warga. 

Adapun itu, penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak menyoroti mengenai peran 

pemerintah desa serta partisipasi masyarakat untuk berperan dalam mengelola regulasi dan 

melakukan pemberdayaan. Atas dasar tersebut peneliti melakukan penelitian atas dasar urgensi 

yang diperoleh dan peneliti melakukan penelitian mengenai Peran Pemerintah Dalam Partisipasi 

Peningkatan Aset Desa Studi Kasus Sungai Bengawan Mati, Desa Tejoari, Lamongan yang 

berfokus pada peran pemerintah desa dan aspek partisipasi masyarakat. 
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Metode  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Kusumastuti, 

Anggraeni, Rustam, Desi, & Waseso, 2025) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam 

mengenai peran pemerintah desa dalam partisipasi peningkatan aset desa melalui pratinjau 

partisipasi masyarakat.  Fokus penelitian ini ada pada peran pemerintah desa dan partisipasi 

masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sungai berdasarkan indikator partisipasi menurut 

Cohen dan Uphoff (1980), yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan 

evaluasi (Safitri, Myrna, & Ismanto, 2022). Teknik pengumpulan data. Sumber data diperoleh 

langsung dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan data sekunder diperoleh dari dokumen, 

peraturan undang-undang, dan literatur pendukung. Analisis data menggunakan model Miles dan 

huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

 

Hasil dan Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah Desa Tejoasri dan keterlibatan 

masyarakat dalam pemanfataan Sungai Bengawan Mati berjalan cukup baik. Pertama, dalam 

aspek pengambilan keputusan, pihak desa telah mengadakan musyawarah desa sebagai forum 

aspirasi warga dari penyusunan rencana hingga kesepakatan tindakan. Pemerintah desa 

menentukan kesepakatan dengan melibatkan partisipasi masyarakat didalamnya. Masyarakat 

tidak hanya menerima keputusan tetapi ikut menentukan bersama dengan pihak pemerintah desa 

agar tujuan yang dicapai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil yang dibawa dalam 

musyawarah desa merupakan kesepakatan musyawarah pada tingkat dusun. Masyarakat diberi 

ruang aspirasi dan kebutuhan tetapi keputusan akhir tetap pada pemerintah desa. Hal ini 

sebagaimana disampaikan oleh Kepala desa sebagai berikut : 

 “Kita ada yang namanya musyawarah desa (musdes). Musyawarah desa itu kegiatan 

pengumpulan aspirasi warga-warga. Musyawarah desa ada setiap tahunnya, dan hal yang 

dibicarakan saat musdes juga sudah didiskusikan pada tingkat dusun terlebih dahulu. Untuk 

pihak yang diundang itu ada perangkat desa, BPD, pokmas (kelompok masyarakat), perwakilan 

pemuda, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga UMKM, perwakilan tiap dusun 

dan biasanya kurang lebih 70 orang menghadiri musyawarah desa.” (Wawancara, 12 

November 2025).  

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa juga menuturkan : 

Aspirasi yang disampaikan pada pihak desa ditampung sehingga diberikannya kontribusi dari 

subsidi pemerintah desa berupa bantuan pakan, di bikin budidaya , wadah penggilingan, dan 

benih ikan. (Wawancara, 21 November 2025). 

Implementasi partisipasi dalam pengambilan keputusan di penelitian ini, Pemerintah Desa 

Tejoasri mengadakan musyawarah desa (musdes) atau biasa disebut dengan musdes yang 

dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Unsur pemerintahan desa disini melibatkan -+70 orang 

diantaranya perangkat desa, BPD, pokmas (kelompok masyarakat), perwakilan pemuda, LPM 

(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga UMKM, perwakilan tiap dusun. Hal ini sejalan 

dengan pernyataan dari sekretaris desa bahwa program-program yang dilaksanakan merupakan 

hasil kesepakatan dari musyawarah desa. Aspirasi yang disampaikan dalam musyawarah desa 

akan ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah desa dalam bentuk saluran bantuan dari Dinas 
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Perikanan. Hal ini menunjukan bahwa aspirasi masyarakat tidak hanya ditampung tetapi juga 

diwujudkan dalam bentuk nyata sebagai bentuk dukungan dan kontribusi.  

Selain musyawarah desa, hal ini juga tercermin dalam kegiatan Sosialisasi Kelembagaan 

yang dilakukan bukan September tahun 2023 dengan mengundang perwakilan dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pemateri dengan melibatkan aparatur desa, dan 

warga terkait. Kegiatan tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai struktural UMKM 

pengolahan abon dan petis hasil ikan dari budidaya keramba milik warga. Tak hanya itu, dalam 

kegiatan tersebut warga diberi pengetahuan mengenai kelembagaan desa oleh pemateri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partisipasi masyarakat berperan penting dalam menumbuhkan rasa peduli dan tanggung 

jawab terhadap program pembangunan desa. Saat masyarakat dilibatkan, mereka akan 

mendukung dan berperan aktif dalam berjalannya pelaksanaan. Hal ini akan berdampak terhadap 

citra desa juga taraf hidup masyarakatnya. Dengan demikian, timbulnya rasa percaya masyarakat 

terhadap pemerintah desa atas apirasi yang disampaikan. 

Dalam konteks pemerintahan desa, partisipasi masyarakat diperlukan sebab merupakan 

pihak yang mengetahui kondisi nyata, kebutuhan dan permasalahan yang ada di lapangan. Selain 

itu, partisipasi masyarakat mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan 

menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap program pembangunan desa. Saat 

masyarakat dilibatkan, mereka akan mendukung dan berperan aktif dalam berjalannya 

pelaksanaan. Hal ini akan berdampak terhadap citra desa, taraf hidup masyarakatnya dan 

timbulnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah desa atas apirasi yang disampaikan.  

Kedua, aspek pelaksanaan mengacu pada keterlibatan warga dalam pelaksanaan program 

yang dijalankan. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan di 

lapangan dan mendorong rasa tanggung jawab. Berdasarkan hasil penelitian, hasil musyawarah 

menjadi pokok utama dalam pelaksanaan program dan pelaksanaan tersebut merupakan hasil 

kesepakatan bersama. Partisipasi ini tercermin dari keikutsertaan warga atas keberlangsungan 

kegiatan.  

 “Terkadang disini kita ada sosialisasi, jadi kita memberi ilmu dan keterampilan kepada 

nelayan berkaitan dengan profesi mereka sebagai nelayan, jadi kita menggandeng dinas 

perikanan untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat nelayan. Untuk kedatangan sendiri 

pasti mereka datang karena mereka juga membutuhkan.” (Wawancara dengan Kepala Desa,, 

12 November 2025). 

Selain itu, sinergi pemerintah desa, masyarakat, dan dinas terkait menciptakan program 

Gambar 2. Sosialisasi Kelembagaan Desa 

Sumber: Diadaptasi dari Kegiatan P2MD Tahun 2023 
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yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya nelayan. Keterlibatan masyarakat 

menunjukan adanya rasa memiliki dan membutuhkan terhadap program sehingga dapat berjalan 

secara efektif.  Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Z (pembudidaya keramba), beliau 

mengatakan bahwasannya:  

“Desa juga mengadakan sosialisasi dan tempatnya di balai desa tapi terkadang juga di 

pintu masuk desa tejoasri sini di dusun rengin karena ada jembatan dan sudah terlihat sungai 

jadi tidak mesti dilakukan di balai desa. Sosialisasi kemarin itu kita diajarkan cara merakit jala 

, wah itu bagus mba, nelayan merasa terbantu, karena disini tidak semua memiliki keramba ada 

juga yang nelayan tangkap”. (Wawancara, 21 November 2025). 

Hasil musyawarah menjadi pokok utama dalam pelaksanaan program dan pelaksaan 

tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama. Partisipasi ini tercermin dari keikutsertaan 

warga atas keberlangsungan kegiatan.. Hasil wawancara dengan Kepala Desa menunjukan 

bahwa pemerintah desa menyelenggarakan kegiatan meningkatkan pengetahuan guna serta 

keterampilan sesuai dengan profesi mereka. Dalam pelaksanaanya, pemerintah desa 

menggandeng Dinas Perikanan untuk memberikan pendampingan. Dapat dilihat dari kehadiran 

warga yang antusias dalam menghadiri kegiatan sebab dinilai relevan dan dibutuhkan.  

Sejalan dengan pernyataan tersebut, salah satu masyarakat nelayan menyampaikan bahwa 

kegiatan tidak selalu diadakan di balai desa, tetapi juga di pintu masuk desa dan berada di dekat 

sungai. Tempat fleksibilitas yang memudahkan masyarakat untuk hadir dan mengikuti kegiatan. 

Materi yang disampaikan seperti pelatihan membuat jala, dirasa sangat bermanfaat terutama bagi 

nelayan tangkap yang tidak memiliki keramba sehingga program mampu menjangkau berbagai 

kelompok nelayan. Partisipasi masyarakat dalam menghadiri sosialisasi menunjukan 

bahwasannya program benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Adanya program 

yang menjangkau baik nelayan tangkap maupun budidaya keramba, mereka sama-sama 

mendapatkan manfaat dari program yang dirancang.  

 Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan juga diwujudkan dengan kegiatan pengolahan 

abon dan petis ikan mujaer yang dilaksanakan di balai desa dengan mengundang perwakilan ibu-

ibu di tiap dusun di Desa Tejoasri. Kegiatan pengolahan tersebut merupakan pengolahan dari 

hasil ikan budidaya milik warga yang berupa ikan mentah lalu diolah menjadi abon dan petis 

dari ikan mujaer. Pengolahan ini bertujuan untuk menambah nilai ekonomi dari hasil budidaya 

dan menjadi ciri khas dari Desa Tejoasri.  
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Antusiasme warga secara aktif menjadi indikator keberhasilan pemerintah desa dan warga 

dalam pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, penyampaian informasi juga beragam yakni 

melalui berbagai media komunikasi seperti grup Whatsapp, pengeras suara masjid, surat 

undangan ataupun melalui penanggungjawab masing-masing kegiatan. Mekanisme penyebaran 

informasi ini guna memastikan seluruh masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan dapat 

berpartisipasi secara optimal dalam setiap program yang dilaksanakan.  

Ketiga, aspek pengambilan manfaat, adalah hasil dari masyarakat dalam merasakan dan 

menggunakan program yang telah dilaksanakan. Tahapan ini terjadi dari hasil pelaksanaan 

program. Partisipasi pada tahap ini terlihat dari sejauh mana program memberikan manfaat 

langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya warga yang bergerak pada 

sektor perikanan.  

“Ada bantuan dari Dinas Perikanan dan kami diberi benih ikan, pakan ikan, dan juga 

kebutuhan pendukung lainnya untuk keberlangsungan keramba”. (Wawancara dengan Bapak 

M selaku pembudidaya keramba, 21 November 2025). 

 “Kami menerima bantuan dari pihak pemerintah desa, tapi bantuanya itu tidak mesti 

berasal dari pemerintah desa kadang juga dari Dinas Perikanan. Ya bantuannya seperti 

umumnya bantuan seperti nelayan, ada pakan ikan, benih , seperti itu”. (Wawancara dengan 

Bapak Z selaku pembudidaya keramba, 21 November 2025). 

Bantuan yang diterima oleh masyarakat nelayan di desa tejoasri sangat membantu mereka 

meskipun tidak secara rutin ada tetapi keberadaannya dapat membantu nelayan terutama pada 

saat kondisi ikan sulit akibat perubahan musim atau kualitas air yang menurun. Selain itu, 

nelayan mendapatkan manfaat dari hasil mereka menangkap maupun budidaya keramba. Hasil 

tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut wawancara yang Bapak H selaku 

pembudidaya keramba, beliau menuturkan: 

 “Penghasilan dari nelayan ini dari tangkap ikan maupun budidaya keramba kami ambil 

sendiri tidak ada pembagian ke desa”. (Wawancara, 21 November 2025) 

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak M (pembudidaya keramba), bahwasannya untuk 

penghasilan dari keramba maupun nelayan tangkap kita kantongi sendiri dan hasil ikan tangkap 

maupun budidaya kami menjualnya langsung ke pasar. Masyarakat memanfaatkam hasil 

budidaya dan ikan tangkap secara mandiri secara langsung dan dijual dalam bentuk mentah. 

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat disini terlihat langsung dari penghasilan 

yang diterima oleh nelayan dan diperkuat dengan bantuan pihak pemerintah desa dan Dinas 

Perikanan sebagai bentuk dukungan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat 

merupakan tahapan penting karena menentukan keberhasilan dari suatu program yang 

direncanakan dan dilaksanakan.  

 

 

Gambar 3. Kegiatan Pengolahan Abon dan Petis 

Sumber: Diadaptasi dari Kegiatan P2MD Tahun 2023 
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Hasil di atas menjelaskan bahwasannya terdapat bantuan yang diberikan oleh dinas terkait 

untuk mendukung aktivitas warga di sungai. Bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk 

manfaat yang diterima secara nyata oleh warga. Hal ini menunjukan adanya sinergi antara 

pemerintah desa dan instansi terkait dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan salah satu warga bahwasannya nelayan menerima bantuan dari Dinas 

Perikanan terkait berupa benih ikan, pakan ikan serta sarana pendukung lainnya. Bantuan 

tersebut merupakan salah satu bentuk manfaat yang diterima secara nyata.  

Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, warga lain menyampaikan bahwa bantuan yang 

diberikan tidak hanya dari pemerintah desa tetapi juga dari Dinas Perikanan. Bentuk bantuan 

yang diberikan umumnya berupa pakan ikan dan benih yang merupakan kebutuhan bagi nelayan 

maupun pembudidaya keramba. Bantuan yang diterima oleh masyarakat nelayan di Desa 

Tejoasri dinilai sangat membantu. Keberadaan bantuan tersebut menjadi penting dikarenakan 

kondisi tertentu yang tidak dapat di prediksi, misalnya akibat perubahan musim atau 

menurunnya kualitas air. Dalam kondisi tersebut, bantuan menjadi penopang bagi nelayan agar 

tetap menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Selain itu, bantuan bermanfaat lainnya dirasakan 

oleh nelayan dan pembudidaya keramba yakni hasil dari yang mereka menangkap dan budidaya 

sepenuhnya menjadi hak sendiri tanpa ada pembagian dengan pihak desa. Partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan manfaat terlihat jelas dengan kemandirian warganya dalam mengelola dan 

memanfaatkan hasil usaha mereka. Masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung 

dari hasil tangkap ikan maupun budidaya keramba.  

Ketiga, aspek evaluasi, partisipasi masyarakat dalam tahap ini masih tergolong rendah. 

Evaluasi program belum dilakukan dan belum melibatkan masyarakat secara aktif. Terdapat 

perbedaan sudut pandang antara pemerintah desa dan warga terkait proses pembangunan, di 

mana masyarakat melihat pembangunan berorientasi secara langsung sedangkan pemerintah 

desa menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapasitas pelaksanaan.  

“Untuk kendala sendiri dari warga itu bahwa warga memiliki mindset pembangunan 90% 

itu fisik, selain itu juga keterbatasan SDM dari perangkat desa untuk mengeksekusi, juga 

Gambar 4. Keramba Budidaya 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026 
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aspirasi yang disampaikan terkadang belum terlalu urgensi untuk masyarakat. Evaluasi dengan 

masyarakat sendiri tidak ada”. (Wawancara dengan Kepala Desa,, 12 November 2025).  

Dari wawancara yang dilakukan kepada kepala desa dapat dilihat bahwasannya masih ada 

perbedaan mengenai cara pandang dalam melihat pembangunan desa melaui program-program 

yang direncanakan. Adapun wawancara bersama Bapak M (pembudidaya keramba), beliau 

mengatakan:  

“Saya berharap kepada pihak desa untuk aspirasi nelayan dapat lebih diperhatikan dalam 

agenda pembangunan desa”. (Wawancara, 21 November 2025). 

Adapun wawancara bersama Bapak Z (pembudidaya keramba), menuturkan:  

“Dari kegiatan-kegiatan di desa ini yang berkaitan dengan kami sebagai nelayan juga 

ada yang budidaya, kita merasakan dampaknya dari pemerintah yakni dari Dinas Perikanan, 

untuk pihak desa sendiri masih belum, karena bantuan yang kami terima itu seringnya dari 

dinas melalui pemerintah desa sebagai pihak pembantu penyelenggaraan”. (Wawancara, 21 

November 2025).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa menunjukan bahwasannya masih 

terdapat kendala dalam evaluasi program. Kendala utama ada pada pola pikir sebagian besar 

masyarakat masih memandang bahwa pembangunan desa sebatas pada pembangunan fisik. 

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dari perangkat desa dalam mengeksekusi 

program. Kepala desa juga menyampikan bahwa aspirasi yang disampaikan terkadang belum 

sebagai kebutuhan. Berdasarkan pernyataan diatas, menunjukan adanya perbedaan cara pandang 

dari pemerintah desa dan masyarakat dalam konsep pembangunan desa.  

Pemerintah desa menekankan pada urgensi sementara masyarakat menilai dari dampak 

yang dirasakan langsung. Perbedaan inilah berpengaruh terhadap evaluasi yang belum 

melibatkan masyarakat khususnya nelayan dan pembudidaya. Hal ini diperkuat dengan 

pernyatan salah watu warga bahwasannya berharap agar aspirasi warga dapat diperhatikan dalam 

agenda pembangunan desa. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat untuk 

dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan penilaian terutama terkait bersentuhan 

pelaksanaan langsung dengan yang mata pencaharian mereka sebagai nelayan ataupun 

pembudidaya. Sementara itu, warga lain mengatakan bahwa manfaat program yang dirasakan 

selama ini merupakan bantuan yang berasal dari instansi terkait bukan dari inisiatif pihak desa 

langsung.  

Pemerintah desa lebih berperan dalam fasilitator dalam penyaluran bantuan. Hal ini 

menyebabkan timbulnya persepsi bahwasannya pemerintah desa belum maksimal dalam 

mendukung kegiatan nelayan ataupun pembudidaya. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat 

dalam tahap evaluasi ini belum berjalan secara efektif. Tidak terdapat forum evaluasi untuk 

menghasilkan umpan balik sehingga belum terserap optimal. Diperlukan penyelerasan 

kepentingan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk membuka ruang diskusi agar evaluasi 

program dapat berjalan secara partisipatif dan mampu menjawab aspirasi secara menyeluruh. 

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi ini belum berjalan secara 

efektif. Tidak terdapat forum evaluasi untuk menghasilkan umpan balik sehingga belum terserap 

optimal. Diperlukan penyelerasan kepentingan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk 

membuka ruang diskusi agar evaluasi program dapat berjalan secara partisipatif dan mampu 

menjawab aspirasi secara menyeluruh.  



  Inovant Volume X, Nomor X, X 

Halaman X 

 P-ISSN. …………… E-ISSN ………… 

 

 

 

Penutup  

Berdasarkan hasil dan pembahasan, disimpulkan bahwa penelitian ini telah berjalan cukup 

baik dalam aspek partisipasi masyarakat namun pelaksanaan oleh peemerintah desa belum 

sepenuhnya terprogram dan berkelanjutan. Partisipasi dalam pengambilan dapat dilihat melalui 

pelaksanaan musyawarah desa (musdes) sebagai forum penyampaian aspirasi warga meskipun 

keputusan akhir tetap pada pemerintah desa. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

ditunjukan dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti sosialisasi dan pelatihan 

yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan menggandeng dinas terkait. Partisipasi 

masyarakat dalam pengambilan manfaat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam aspek 

ekonomi.  

Nelayan dan pembudidaya keramba disini memperoleh manfaat berupa bantuan pakan, 

benih ikan, serta sarana pendukung mata pencaharian mereka. Dukungan dari pemerintah desa 

dan dinas memperkuat keberlanjutan pemanfaatan sungai bagi kesejahteraan masyarakat. 

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program belum berjalan dengan baik dan optimal. 

Dijelaskan bahwasannya belum terdapat forum evaluasi secara khusus yang melibatkan 

masyarakat secara langsung untuk menilai dari pelaksaan yang telah berjalan dan evaluasi masih 

bersifat internal. Selain itu, terdapat perbedaan cara pandang antara pemerintah desa dan 

masyarakat terkait konsep pembangunan. Hal ini menyebabkan kondisi aspirasi masyarakat 

belum sepenuhnya terakomodasi, sehingga diperlukan forum evaluasi partisipatif di masa 

mendatang agar program kedepan dapat maksimal sesuai kebutuhan masyarakat. Adapun saran 

sebagai tindak lanjut di masa mendatang sebagai berikut:  

1. Pemerintah Desa Tejoasri perlu mengadakan forum evaluasi secara rutin atau setelah 

program dilaksanakan. Hal ini berguna sebagai sarana penyampaian feedback dan 

perbaikan di masa mendatang.  

2. Pemerintah Desa disarankan untuk meningkatkan peran yang tidak hanya fasilitator tetapi 

juga inisator terutama dalam pengembangan kegiatan pemanfataan sungai. Diberlakukan 

dengan mengadakan program kegiatan mengenai penjagaan ekosistem wilayah sungai 

ataupun keterampilan dalam mengolah hasil perikanan.  

3. Pemerintah desa perlu melakukan kegiatan peningkatan kapasitas/kompetensi bagi 

aparatur desa dengan mengadakan kegiatan pelatihan atau menggandeng organisasi 

pemuda dalam proses kegiatan bersama masyarakat desa.  
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